























KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur Alhamdulillah, penulis panjatkan
kehadirat Allah SWT atas segala rahmat-Nya yang telah diberikan sehingga
penulis dapat menyelesaikan penulisan Tesis dengan judul: “FUNGSI ITSBAT
NIKAH MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM DALAM MEMBERI PERLINDUNGAN
HUKUM TERHADAP ISTRI YANG DINIKAHI SECARA TIDAK TERCATAT (NIKAH
SIRIT) APABILA TERJADI PERCERAIAN”.

Tesis ini memuat pokok-pokok bahasan yang meliputi bagaimana fungsi
itsbat nikah menurut Kompilasi Hukum Islam dalam memberi perlindungan
hukum terhadap isteri dari yang dinikahi secara tidak tercatat (nikah siri) apabila
terjadi perceraian dan faktor-faktor yang menghambat proses dikabulkannya
itsbat nikah dalam kasus perceraian dari perkawinan yang tidak tercatat (nikah

siri).

Dalam menyajikan karya tulis ini penulis telah berusaha dengan teliti dan
sebaik mungkin dengan kemampuan dan keterbatasan walaupun masih banyak
ditemukan kekurangan dan Lkelemahan dalam tesis ini, maka penulis
mengharapkan kritik dan saran yang membangun agar tesis ini dapat bermanfaat

dan dapat memberikan ilmu pengetahuan tambahan bagi yang membutuhkan.
Palembang, Agustus 2018
Penulis,

GEMA MAHARDHIKA DWIASA, S.H

viii



ABSTRAK

Pada dasarnya perkawinan merupakan suatu akad yang menyebabkan halalnya
hubungan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami-isteri.
Dalam ikatan perkawinan ditegaskan hak dan kewajiban antara suami-isteri
tersebut, sehingga dapat tercapai kehidupan rumah tangga yang sakinah dan
sejahtera. Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang
Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin seorang
pria dengan wanita untuk membentuk keluarga yang kekal berdasarkan
Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan vyang telah dilangsungkan dengan
memenuhi ketentuan pasal 2 ayat (1) harus dicatat oleh petugas pencatat
perkawinan dengan tujuan untuk tertib administrasi pemerintahan dan
kependudukan serta untuk memenuhi ketentuan dari Pasal ayat (2) Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Perkawinan yang dicatatkan
merupakan sebagai bentuk perlindungan hukum apabila dikemudian hari terjadi
permasalahan dalam sebuah ikatan perkawinan, apabila hal itu tidak dilakukan
maka perkawinan yang dilakukan tidak mempunyai kekuatan hukum. Nikah siri
atau perkawinan yang tidak tercatat adalah salah satu bentuk dari pemasalahan
yang sering terjadi di Indonesia. Banyak faktor yang menyebabkan seseorang
tidak mencatatkan pernikahannya di lembaga pencatatan. Ada yang karena
faktor biaya, alias tidak mampu membayar administrasi pencatatan sehingga
tidak dicatatkan tetapi tidak dirahasiakan; belum cukup umur untuk melakukan
perkawinan secara negara; ada pula yang disebabkan karena takut ketahuan
melanggar aturan yang melarang pegawai negeri nikah lebih dari satu; dan lain
sebagainya. Ada juga, pernikahan yang dirahasiakan karena pertimbangan-
pertimbangan tertentu; misalnya karena takut mendapatkan stigma negatif dari
masyarakat yang terlanjur menganggap tabu pernikahan siri; atau karena
pertimbangan-pertimbangan rumit yang memaksa seseorang untuk
merahasiakan pernikahannya. Pada saat timbul masalah memerlukan akta nikah
sebagai bukti autentik baik untuk perceraian maupun keperluan lainnya maka
harus mengajukan permohonan itsbat nikah ke Pengadilan Agama. Kurangnya
pengetahuan masyarakat tentang adanya Itsbat Nikah menjadi salah satu fakor
penghambat terlaksananya perlindungan hukum terhadap isteri yang dinikahi
dari perkawinan yang tidak tercatat. Pemerintah harusnya lebih pro aktif dalam
menggalakan penyuluhan hukum tentang prosedur mengajukan itsbat nikah bagi
perkawinan yang tidak tercatat serta mensosialisasikan Lembaga Bantuan Hukum
gratis sehingga masyarakat mengetahui dengan jelas tentang hak serta
kewajiban mereka.

Kata Kunci : Itsbat Nikah, Perlindungan Hukum, Suami isteri, Perkawinan tidak
tercatat, Perceraian
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ABSTARCT

Basically marriage is an act that causes halal relationships between a man and a
woman as a spouse. In the bonds of marriage, the rights and obligations of the
wives are asserted, so that the life of a household can be achieved and
prosperous. According to Article 1 of Law No. 1 of 1974 on Marriage states that
marriage is the bond of the birth of a man with a woman to form a perpetual
family based on the Supreme Godhead. The marriage which has been carried out
in compliance with the provisions of Article 2 paragraph (1) shall be recorded by
the marriage register officer for the purpose of administration of administration
and population and to comply with the provisions of Article (2) of Law Number 1
of 1974 concerning Marriage. Marriage recorded is a form of protection of law if
in the future there is a problem in a marriage bond, if it is not done then the
marriage done does not have the power of law. Marriage series or unmarried
marriage is one of the most common forms of problems in Indonesia. There are
many factors that cause a person not to register his marriage at the recording
agency. Some are due to cost factors, aliases can not afford to pay for the
registration so that they are not recorded but are not kept secret; not enough age
to marry in the country; some are also caused by fear of being caught violating
rules that prohibit civil servants from marrying more than one; and so on. There
are also, marriages that are confidential due to certain considerations; for
example for fear of getting a negative stigma from a society that once considered
the marriage taboo series; or because of complicated considerations that force a
person to conceal his marriage. When a problem arises requires a marriage
certificate as an authentic proof for both divorce and other purposes then it must
apply for the marriage to the Religious Court. Lack of public knowledge about the
existence of the Marriage Law is one of the obstacles to enforcing law protection
against married wives from unmarried marriage. The government should be
more pro active in promoting law advocacy about the procedures for filing a
marriage certificate for unmarried marriage and socializing a free Legal Aid
Society so that citizens know clearly about their rights and obligations.

Keywords: Itsbat of marriage, the protection of the law, the husband and wife, the
marriage is not recorded, divorce.
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BAB1I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada dasarnya perkawinan atau pernikahan merupakan
suatu akad yang menyebabkan halalnya hubungan antara
seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami isteri.
Dalam ikatan perkawinan ditegaskan hak dan kewajiban antara
suami isteri tersebut, sehingga dapat tercapai kehidupan rumah

tangga yang sakinah dan sejahtera.

Perkawinan dalam bahasa Arab disebut dengan al-nikah,
yang bermakna al-wathi’ dan al-dammu wa-al jam’u, atau ibarat
‘an al-wath’ wa al-‘aqd yang bermakna bersetubuh, berkumpul
dan akad!. Beranjak dari makna etimologis inilah para ulama
figih mendefinisikan perkawinan dalam konteks hubungan

biologis.

Pelaksanaan perkawinan di Indonesia selalu bervariasi
bentuknya. Mulai dari perkawinan lewat Kantor Urusan Agama

(KUA), perkawinan bawa lari, sampai perkawinan yang populer

! Wahbah al-Zuhaily. 1989. Al Figih al-Islami wa Adilatuhu. Damsyiq :
Dar al-Fikr. hlm. 29.



dikalangan masyarakat, yaitu nikah siri. Perkawinan yang tidak
dicatatkan atau yang dikenal dengan berbagai istilah lain seperti
‘kawin bawah tangan’, ‘nikah siri’ atau ‘nikah sirri’, adalah
perkawinan yang dilakukan berdasarkan aturan agama atau adat
istiadat dan tidak dicatatkan di kantor pegawai pencatat nikah
(KUA bagi yang beragama Islam, Kantor Catatan Sipil bagi non-
Islam). Istilah siri berasal dari bahasa arab sirra, israr yang
berarti rahasia. Nikah siri, menurut arti katanya, perkawinan
yang dilakukan dengan sembunyi-sembunyi atau rahasia.
Dengan kata lain, perkawinan itu tidak disaksikan orang banyak
dan tidak dilakukan di hadapan pegawai pencatat nikah.
Perkawinan itu dianggap sah menurut agama tetapi melanggar

ketentuan pemerintah.?

Sementara definisi perkawinan yang ada pada Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, selanjutnya
disingkat UUP, menyatakan bahwa perkawinan tidak lagi hanya
dilihat sebagai hubungan jasmani saja tetapi juga merupakan
hubungan batin. Selain itu, dalam UUP tujuan perkawinan
dieksplisitkan dengan kata bahagia. Hal ini menunjukkan bahwa

pada akhirnya perkawinan dimaksudkan untuk setiap manusia

2 Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun
1975 Tentang Pelaksanaan Undang — Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang
Perkawinan. Pasal 2 Sampai dengan Pasal 9 yang mengatur tentang
Pencatatan Perkawinan. Pelanggaran Ketentuan Peraturan Pemerintah ini telah
diatur dan dituangkan dalam Pasal 45.



baik laki-laki ataupun perempuan dapat memperoleh

kebahagiaan.?

Syarat sahnya suatu perkawinan diatur dalam Pasal 2 ayat

(1) UUP, yang menyebutkan :

“Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum
masing-masing agama dan kepercayaannya”4

Makna perumusan dari Pasal 2 ayat (1) tersebut, tidak ada
perkawinan diluar hukum masing-masing agamanya dan
kepercayaannya itu, sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945.
Yang dimaksud hukum masing-masing agamanya dan
kepercayaanya itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak

ditentukan lain dalam Undang-Undang itu.5

Untuk pasangan yang beragama Islam syarat sahnya
perkawinan dipertegas lagi dalam Instruksi Presiden Republik
Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam,

selanjutnya disingkat KHI, Pasal 4 yaitu :

8 H. Amiur Nuruddin. dan Azhari Akmal Tarigan. Hukum Perdata Islam
di Indonesia. Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Figih. UUP sampai
KHI. hlm.45-46.

4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang
Perkawinan. (Lembaran Negara Republilk Indonesia Tahun 1974 Nomor 1.
tambahan Lembaran Negara Nomor 3019). Pasal 2.

5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang
Perkawinan. (Lembaran Negara Republilk Indonesia Tahun 1974 Nomor 1.
tambahan Lembaran Negara Nomor 3019). Penjelasan Pasal 2.



“Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut
Hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) UUP”’®

Perkawinan yang telah dilangsungkan dengan memenuhi
ketentuan Pasal 2 ayat (1) harus dicatat oleh petugas pencatat
perkawinan dengan tujuan untuk tertib administrasi
pemerintahan dan kependudukan serta untuk memenuhi

ketentuan dari Pasal 2 ayat (2) UUP.

Dalam hukum Islam perkawinan yang dilangsungkan
harus memenuhi syarat dan rukun perkawinan. Perbedaan
esensial antara syarat dan rukun adalah, syarat merupakan
sesuatu yang harus ada sebelum suatu perbuatan hukum
dilakukan. Sedangkan rukun adalah sesuatu yang harus ada pada

saat suatu perbuatan hukum dilakukan.

Perkawinan yang dicatatkan merupakan sebagai bentuk
perlindungan hukum apabila dikemudian hari terjadi
permasalahan dalam sebuah ikatan perkawinan, apabila hal itu
tidak dilakukan maka perkawinan yang dilakukan tidak

mempunyai kekuatan hukum.

Nikah siri adalah salah satu bentuk dari pemasalahan yang
sering terjadi di Indonesia. Permasalahan ini sangat sulit untuk

dipantau oleh pihak yang berwenang karena perkawinan yang

6 Instruksi Presiden Republik Indonesa Nomor 1 Tahun 1991
(Kompilasi Hukum Islam). Pasal 4.



dilakukan tidak dicatatkan. Jika dilihat pada hukum perkawinan
Islam maka selagi perkawinan telah dilakukan memenuhi syarat
dan rukunnya, perkawinan itu adalah sah dan berhak atas
ketentuan yang digariskan dalam hukum perkawinan Islam
seperti hubungan hukum antara isteri dan suami, anak dan kedua
orangtuanya, pewarisan serta penyelesaian bila terjadi
perceraian atau bila salah satu dari suami atau isteri meninggal

dunia’.

Sebagai contoh kita bisa menyaksikan tayangan
infotainment di salah satu stasiun televisi swasta nasional. Ketika
itu, selebriti yang disoroti adalah Machicha Mochtar yang
mengharap pengakuan Moerdiyono (Mensesneg di era Orde
Baru) sebagai bapak dari putranya. Anak dari hasil pernikahan

siri mereka.

Tuntutan pemenuhan hak-hak tersebut sering kali
menimbulkan sengketa. Sebab tuntutan akan sulit dipenuhi
karena tidak adanya bukti catatan resmi perkawinan yang sah.

Melihat makin maraknya fenomena nikah siri, pemerintah

Ibid .



berkeinginan untuk memberikan fatwa hukum yang tegas

terhadap perkawinan siri.®

Berkembang pro kontra pendapat di masyarakat. Ada
yang berpendapat bahwa orang yang melakukan pernikahan
siri, maka suami isteri tersebut tidak memiliki hubungan
pewarisan. Artinya, jika suami meninggal dunia, maka isteri atau
anak-anak keturunannya tidak memiliki hak untuk mewarisi harta
suaminya. Ketentuan ini juga berlaku jika isteri yang meninggal

dunia.®

Banyak faktor yang menyebabkan seseorang tidak
mencatatkan pernikahannya dilembaga pencatatan. Ada yang
karena faktor biaya, alias tidak mampu membayar administrasi
pencatatan sehingga tidak dicatatkan tetapi tidak dirahasiakan;
belum cukup umur untuk melakukan perkawinan secara negara;
ada pula yang disebabkan karena takut ketahuan melanggar
aturan yang melarang pegawai negeri nikah lebih dari satu; dan
lain sebagainya. Ada juga, pernikahan yang dirahasiakan karena
pertimbangan-pertimbangan tertentu; misalnya karena takut

mendapatkan stigma negatif dari masyarakat yang terlanjur

8 Abdullah Wasian. 2010. Akibat Hukum Perkawinan Siri (Tidak
Dicatatkan) Terhadap Kedudukan Isteri. Anak. Dan Harta Kekayaannya -
Tinjauan Hukum Islam Dan Undang-Undang Perkawinan. Tesis. Tidak
Diterbitkan. Semarang: Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum
Universitas Diponegoro. hlm. 16.

% Ibid. hlm. 17.



menganggap tabu pernikahan siri; atau karena pertimbangan-
pertimbangan rumit yang memaksa seseorang untuk
merahasiakan pernikahannya. Bagi yang takut diketahui

masyarakat, perkawinannya tidak dicatatkan dan dirahasiakan.10

Negara Indonesia telah mengatur mengenai masalah
perkawinan dalam UUP. Selain itu, mengenai pernikahan juga
diatur dalam KHI, serta berbagai Peraturan Pemerintah yang
menunjang pelaksanaan UUP. Diantara Peraturan Pemerintah
tersebut yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang
Pelaksanaan UUP, yang diantaranya menegaskan mengenai arti

penting pencatatan perkawinan.

Dengan adanya pencatatan perkawinan yang dibuktikan
dengan Akta Nikah selain untuk mentaati ketertiban administrasi
negara juga sebagai pembuktian yang memiliki kekuatan
hukum. Akta nikah merupakan akta autentik karena dibuat oleh
dan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah sebagai pejabat yang
berwenang untuk melakukan pencatatan perkawinan, dibuat
sesuai dengan bentuk vyang ditetapkan oleh Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan dibuat ditempat Pegawai

Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama melaksanakan tugasnya.

10 Ibid.



Dalam hal perkawinan telah memenuhi syarat dan rukun
nikah atau ijab gabul telah dilaksanakan bagi umat Islam, maka
perkawinan tersebut adalah sah, terutama di mata agama dan
kepercayaan masyarakat. Tetapi sahnya perkawinan di mata
agama dan kepercayaan masyarakat perlu disahkan lagi oleh
negara, dalam hal ini ketentuannya terdapat pada Pasal 2 ayat (2)
UUP, yakni tentang pencatatan perkawinan. Bagi yang beragama
Islam, namun tidak dapat membuktikan akan terjadinya
perkawinan dengan akta nikah, dapat mengajukan permohonan
itsbat nikah kepada Pengadilan Agama sebagaimana diatur
dalam Pasal 7 ayat (3) KHI. Namun itsbat nikah hanya

dimungkinkan bila berkenaan dengan!!:

a) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian
perceraian;

b) Hilangnya Akta Nikah;

c¢) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu
syarat perkawinan;

d) Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya

UUP dan;

11 Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991
(Kompilasi Hukum Islam). Pasal 7 ayat (3).



e) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak
mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-

Undang No. 1 tahun 1974.

Berkenaan dengan pembuktian, adanya pencatatan
perkawinan merupakan suatu hal yang sangat penting karena
merupakan pembuktian formil terhadap suatu perkawinan yang
dilakukan dan untuk mencegah timbulnya permasalahan yang
mungkin terjadi dikemudian hari karena perkawinan yang

dilakukan.

Permasalahan yang timbul dari perkawinan yang tidak
tercatat (nikah siri) biasanya ketika terjadi perceraian, baik di
dalam kasus cerai talak maupun cerai gugat. Dimana seringkali
pihak wanita atau isteri yang menjadi korban, karena tidak bisa
mendapatkan hak-haknya sebagai janda seperti isteri yang

dinikahi sah secara hukum dan negara.

Penulisan tesis ini dilatar belakangi oleh Putusan
Pengadilan Agama Kelas I A Palembang Nomor
0650/Pdt.G/2014/PA.Plg, dalam perkara Itsbat Nikah dan Cerai

Gugat antara:

e PENGGUGAT, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan

Wiraswasta, tempat tinggal di Kota Palembang, dengan ini



yaitu:

memberikan kuasa kepada Desi Haryati, S.H, pekerjaan
Advokat/Pengacara, beralamat di Jalan Sersan KKO
Badaruddin Nomor 1236 Rt 25 Rw 04 Sei-Buah Palembang
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Februari
2014, selanjutnya disebut Penggugat;

TERGUGAT, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan
Swasta, tempat tinggal di Kota Palembang, selanjutnya

disebut Tergugat;

Dan dengan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat

SAKSI I, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan
Pegawai Negri Sipil, tempat kediaman di Kota Palembang.
SAKSI II, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu
rumah tangga, tempat kediaman di Kota Palembang,

Duduk perkaranya bahwa Penggugat telah melaksanakan

pernikahan dengan seorang laki-laki yang akad nikahnya pada

tanggal 31 Desember 1978 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah

Yahan di Dusun I Desa Manggul Kabupaten Lahat, dan setelah

menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di daerah

Pakjo kemudian tinggal di Kenten ikut orang tua Tergugat,

kemudian Penggugat dan Tergugat baru membeli rumah sendiri

yang beralamat di Kota Palembang sampai dengan berpisah.



Bahwa Pernikahan Penggugat dengan Tergugat dengan
wali nikah ayah kandung dari Penggugat dan disaksikan dua
orang saksi semuanya sudah meninggal dunia dan ijab qobul
antara Penggugat dan Tergugat dengan mas kawin berupa

“uang seribu rupiah tunai”.

Setelah menikah Penggugat tidak pernah memiliki
/mempunyai buku nikah sebagai bukti dari keabsahan
pernikahan tersebut, dan dari pernikahan antara Penggugat dan

Tergugat tersebut telah dikaruniai empat orang anak :

a. umur 35 tahun;
b. umur 33 tahun;
C. umur 30 tahun;
d. umur 26 tahun.

Pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan
Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun setelah lahir anak
pertama pada tahun 1979, kehidupan rumah tangga Penggugat
dan Tergugat mulai goyah, sering terjadi pertengkaran yang
disebabkan masalah ekonomi karena Tergugat tidak memiliki
pekerjaan, sering ikut campurnya keluarga Tergugat dalam

urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat serta sifat



cemburu Tergugat yang berlebihan yang menyebabkan sering

terjadi pertengkaran.

Keributan terus berlanjut pada tahun 1997 dimana
Tergugat kembali cemburu kepada Penggugat yang mana saat
itu Penggugat ikut pelatihan di Bogor untuk mengembangkan
usaha katering yang dimiliki oleh Penggugat sejak tahun 1995
sampai dengan, kemudian terjadi keributan antara Penggugat

dengan Tergugat.

Puncak ketidak harmonisan antara Penggugat dan
Tergugat pada bulan Agustus 2013, dimana saat itu Tergugat
kembali cemburu dengan Penggugat, Tergugat cemburu dengan
Penggugat karena Penggugat mempunyai penghasilan sendiri
yang lebih dari Tergugat yang tidak mempunyai penghasilan
yang tetap. Setelah terjadi pertengkaran pada bulan Agustus

2013, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi.

Berdasarkan keterangan tersebut diatas, Pemohon telah
berkeyakinan sudah tidak mungkin lagi untuk dapat meneruskan
hidup berumah tangga bersama Termohon, maka oleh karena itu
Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama dalan hal

ini Majelis Hakim memberikan putusan yang amarnya berbunyi:



1. Menerima dan mengabulkan gugatan untuk
seluruhnya;

2. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat dan
Tergugat;

3. Menetapkan perkawinan antara Penggugat dan
Tergugat putus karena perceraian;

4. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat kepada
Penggugat;

5. Menetapkan biaya yang timbul dalam perkara ini

sesuai hukum yang berlaku.

Timbul pertanyaan bagaimana status kepastian hukum
isteri sebagai pemohon setelah dikabulkannya permohonan

itsbat nikah yang dikumulasikan dengan perceraian.

Alasan pasangan suami isteri mengajukan itsbat nikah di
Pengadilan Agama Kelas I A Palembang bermacam-macam,
antara lain!?: untuk membuat akta kelahiran, untuk pembagian
waris bila salah satu pasangan suami isteri telah meninggal,
tentang harta bersama, dan dalam rangka perceraian. Dalam
Putusan Pengadilan Agama Kelas I A Palembang Nomor
0650/Pdt.G/2014/PA.Plg alasan Pemohon mengajukan itsbat

nikah adalah dalam rangka perceraian.

12 Transkripsi Hasil Wawancara dengan Ahmad Musa Hasibuan. Hakim
Pengadilan Agama Kelas I A Palembang. Palembang. Jum’at. 27 April 2018.



Bertitik tolak dari uraian tersebut di atas, maka penulis
tertarik dan ingin meneliti lebih lanjut mengenai permasalahan
yang menjadi latar belakang diatas dan menyusunnya dalam

tesis yang berjudul:

“FUNGSI ITSBAT NIKAH DALAM MEMBERI
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ISTERI YANG
DINIKAHI SECARA TIDAK TERCATAT (NIKAH SIRI)

APABILA TERJADI PERCERAIAN“

B. Permasalahan

1. Bagaimana fungsi itsbat mnikah dalam memberi
perlindungan hukum terhadap isteri yang dinikahi secara
tidak tercatat (nikah siri) apabila terjadi perceraian?

2. Faktor-faktor apa saja yang menghambat proses
dikabulkannya itsbat nikah dalam kasus perceraian dari
perkawinan yang tidak tercatat (nikah siri)?

C. Tujuan dan Manfaat
1. Tujuan
1) Untuk mengetahui dan menganalisis fungsi itsbat
nikah dalam memberi perlindungan hukum
terhadap isteri yang dinikahi secara tidak tercatat

(nikah siri) apabila terjadi perceraian.



2)

Untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor
yang menghambat proses dikabulkannya itsbat
nikah dalam kasus perceraian dari perkawinan

yang tidak tercatat (nikah siri).

2. Manfaat

1)

2)

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan
sumbangan dan masukan bagi pengambil
kebijakan dalam pelaksanaan UUP dan peraturan
pelaksanaannya serta masukan kepada pemerintah
yang saat ini sedang mengajukan rancangan
Undang-Undang hukum perkawinan sebagai
penyempurnaan UUP. Selain itu hasil penelitian ini
dapat dipergunakan sebagai bahan acuan
masyarakat dalam melakukan perkawinan.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan
sumbangan bagi pengembangan Ilmu Hukum
khususnya Hukum Islam dan Hukum Perkawinan di
Indonesia, yang secara dinamis terus mengkaji
pembangunan hukum sebagai upaya untuk
menegakkan keadilan, kebenaran dan ketertiban
dalam negara hukum Indonesia yang berdasar
Pancasila dan UUD 1945. Pengkajian juga untuk

penyempurnaan UUP.



D. Kerangka Teori

1. Teori Kepastian Hukum

Hukum diciptakan bertujuan untuk memenuhi rasa
keadilan, kepastian dan ketertiban. Penganut aliran
Positivisme secara dogmatis menitikberatkan hukum pada
aspek kepastian hukum bagi para subjek, yakni para
pendukung hak dan kewajiban. Perjanjian sebagai suatu
figur hukum harus mengandung kepastian hukum. Kepastian
hukum ini guna memberikan perlindungan bagi para subjek
hukum dalam perjanjian. Kepastian ini terungkap dari
kekuatan mengikat perjanjian itu sendiri yaitu berlaku
sebagai Undang-Undang bagi para pihak yang
membuatnya.!® Maka, dapat dilihat bahwa asas kepastian
hukum memiliki hubungan erat dengan asas kekuatan

mengikat.

2. Teori Keadilan

Didalam Undang-Undang Perkawinan mengandung
asas kaidah hukum vyang diantaranya adalah asas
keseimbangan hak dan kewajiban antara suami dan isteri
baik dalam kehidupan rumah tangga dan dalam kehidupan

masyarakat. Asas keseimbangan tersebut mengandung unsur

13 Mariam Darus Badrulzaman. 2011. Kompilasi Hukum Perikatan.
Bandung: Citra Aditya Bakti. hlm. 87.



keadilan bagi suami isteri yang juga merupakan salah satu
dari tujuan hukum. Tujuan hukum dikemukakan berbeda
oleh para ahli hukum, salah satu ahli hukum yang
berpendapat bahwa hukum bertujuan untuk menciptakan
suatu keadilan adalah Aristoteles. Aristoteles sebagai
pencetus Teori Etis berpendapat bahwa hukum hanya
semata-mata bertujuan mewujudkan keadilan. Selanjutnya
Aristoteles dalam bukunya yang Dberjudul “Eticha
Nicomachea dan Rhetorika” menyatakan bahwa hukum
mempunyai tugas yang suci yaitu memberi kepada setiap
orang yang ia berhak menerimanya. Hal ini dijabarkan pula
oleh Utrecht dalam bukunya yang berjudul “Pengantar dalam

Hukum Indonesia”.

Di dalam hukum Islam keadilan merupakan asas yang
sangat penting. Demikian pentingnya, sehingga disebut asas
semua asas hukum islam. Di dalam Al Qur’an, karena
pentingnya kedudukan dan fungsi kata itu. Keadilan disebut

1000 kali, terbanyak setelah Allah dan ilmu pengetahuan.!4

14 Ahmad Ahari. 2003. Tiga Versi Hukum Kewarisan Islam: Syafi’l.
Hazairin dan KHI. Pontianak : Romeo Grafika. hlm.25.



3. Teori Kemaslahatan Hak

Maslahat secara etimologi atau bahasa berarti sesuatu
yang mendatangkan kebaikan, keselamatan, faedah atau
kegunaan manfaat.!® Imam al-Ghazali mengemukakan tolak
ukur yang menjadi dasar utama dalam menentukan mashalat
adalah syariat yang diarahkan untuk memelihara pencapaian
tujuan syariat Islam yaitu memelihara agama, memelihara
jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan dan
memelihara harta.!®* Namun Ibnu Asyura mengatakan yang
termasuk dalam tujuan Syariat Islam adalah memelihara
lingkungan dan ketertiban umum. Mashalat berarti
mengambil manfaat dan menolak kemudharatan dalam
rangka memelihara tujuan Syariat Islam. Esensi Mashalat
terletak pada terciptanya kebaikan dan kesenangan serta

terhindar dari kerusakan dalam kehidupan manusia.!?

E. Kerangka Konseptual
Kerangka konseptual adalah penggambaran antara

konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dalam arti

15 Departemen Pendidiakan dan Kebudayaa.1995. Kamus Besar Bahasa
Indonesia. Jakarta; Balai Pustaka. hlm.634.

16 Fatturrahman Djamil. 1997. Fllsafat Hukum Islam Bagian Pertama.
Jakarta; Logos Wahana Ilmu. hlm.142.

17 Ibid.



yang berkaitan, dengan istilah yang akan diteliti atau diuraikan

dalam karya ilmiah.!8

Kerangka konseptual yang diuraikan dalam penelitian ini

adalah sebagai berikut:

1.

Itsbat Nikah

Itsbat nikah terdiri dari dua kata “itsbat” dan “nikah” .
Kedua istilah tersebut berasal dari Bahas Arab. Itsbat
berarti penyungguhan atau penetapan.!® Sedangkan nikah
adalah agad yang sangat kuat yang menjadi halal hubungan

kelamin antara pria dan wanita.20

Itsbat nikah merupakan pengukuhan yang diberikan
atau dikeluarkan oleh Pengadilan Agama bagi mereka yang
mengajukan permohonan untuk keabsahan suatu
perkawinannya, untuk kepentingan pasangan suami isteri
yang perkawinannya tidak dicatatkan, sehingga itsbat nikah
merupakan tindakan hukum yang diajukan ke Pengadilan
Agama guna menetapkan perkawinan yang dilangsungkan

namun tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah.

18 H. Zainuddin Ali. 2009. Metode Penulisan Hukum. Jakarta : Sinar

Grafika. hlm. 96.

19 W.].S Poerwadarminta. 1987. Kamus Umum Bahasa Indonesia. yang

diolah kembali oleh Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Jakarta : Balai Pustaka. hlm. 387.

20 K.H Ibrahim Hosen. 1971. Figih Perbandingan Dalam Masalah Nikah.

Talak Rujuk dan Hukum Kewarisan. Jakarta : Yayasan Thya Ullumudin. hlm. 65.



Dalam penulisan ini itsbat nikah merupakan sarana
bagi suami isteri yang perkawinannya tidak tercatat untuk
mengesahkan perkawinannya ke Pengadilan Agama
dengan mengajukan permohonan itsbat nikah. Setelah
perkawinan diitsbatkan dan permohonan tersebut
dikabulkan hakim dan memiliki kepastian hukum, maka
status perkawinan memperoleh pengukuhan secara hukum
administratif, sehingga hak-hak suami isteri, status anak
serta status dari harta bersama terlindungi, juga

mempermudah dalam proses perceraian.

Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum terdiri dari dua suku kata yatiu
“perlindungan” dan “hukum”. Menurut Kamus Besar Bahasa
Indonesia, perlindungan adalah tempat berlindung, hal
(perbuatan) melindungi, sedangkan hukum adalah
peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat
yang dikukuhkan oleh penguasa, pemerintah, atau otoritas
Undang-Undang, peraturan sebagainya untuk mengatur
pergaulan hidup masyarakat.

Dalam menjalankan fungsinya sebagai sarana
pengendali dan perubahan sosial, hukum memiliki tujuan

untuk menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, damai,



adil yang ditunjang dengan kepastian hukum sehingga
kepentingan individu dan masyarakat dapat terlindungi.
Sedangkan tujuan hukum itu sendiri antara lain:

1) Untuk mengatur hak-hak dan kewajiban-kewajiban
yang mempunyai perseimbangan yang timbal balik
atas dasar kewenangan yang terbuka bagi setiap
orang,

2) Untuk mengatur syarat-syarat yang diperlukan bagi
setiap kewenangan,

3) Untuk mengatur larangan-larangan, mencegah
perbuatan yang bertentangan dengan hak-hak dan

kewajiban yang timbul dari kewenangan itu.?!

Dengan telah diitsbatkan perkawinan antara suami
isteri, maka terhadap suami isteri terjamin kepastian hukum
dan dilindungi oleh negara mengenai status perkawinan,
status anak, dan harta bersama. Apabila terjadi
permasalahan hukum yang timbul dikemudian hari, baik
terjadi perceraian, maupun tentang kewarisan maka anak,

isteri hak-haknya terjamin dan dilindungi oleh hukum.

21 Hazairin. 1985. Tujuh Serangkai Tentang Hukum. Jakarta : Bina
Aksara. hlm. 70.



3. Suami Isteri

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, selanjutnya
disingkat KBBI,?2 suami adalah pria yang menjadi pasangan
hidup resmi seorang wanita (isteri), sedangkan “isteri”
adalah wanita (perempuan) yang telah menikah atau
bersuami. Terdapat perbedaan penulisan antara KBBI
dengan UUP dan KHI, didalam KBBI menyebutkan kata istri
sementara didalam UUP dan KHI menyebutkan kata isteri.
Dalam penulisan tesis ini, penulis merujuk pada UUP dan

KHI.

Menurut hukum perkawinan Islam, bahwa suami
adalah kepala keluarga dan isteri adalah ibu rumah tangga,
seperti yang ditafsirkan dalam Al- Quran Surat An-Nisa,

yang artinya:?3

“ Bahwa kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum
wanita dan Allah telah melebihkan sebagian mereka laki-
laki atas sebagian yang lain, yakni wanita. Oleh karena
itu laki-laki berkewajiban memberi nafkah kepada
isterinya”

Dengan adanya ikatan suci suami isteri dalam
perkawinan, maka timbul hak-hak dan kewajiban antara

suami isteri, serta keturunannyh. Maka dengan diitsbatkan

22 W.].S Poerwadarminta. Op.Cit. Hlm. 423.

23 Ichtianto. SH. 1979. Peranan Badan Peradilan Agama dalam
Pelaksanaan UU Perkawinan. kertas kerja dalam sminar Pelaksanaan UU
Perkawinan 19 s/d 22 Maret 1979. Jakarta : Departemen Agama. hlm.5.



perkawinan mereka, pihak perempuan atau isteri yang

terlindungi hak-haknya.

4. Perkawinan

Perkawinan menurut UUP pada Pasal 1 menyatakan

bahwa:
“Perkawinan adalah ikatan lahir batin seorang pria dengan
seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan
membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan
Ketuhanan Yang Maha Esa”

Perkawinan merupakan sebuah kontrak atau
perjanjian menurut hukum. Dalam istilah hukum sebuah
kontrak merupakan sebuah perjanjian yang akan
ditegakkan oleh hukum.?* Perkawinan merupakan
“pengikat keagamaan” karena akibat hukumnya adalah
mengikat pria dan wanita dalam suatu ikatan lahir dan batin
sebagai suami isteri dengan tujuan suci dan mulia yang
didasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa yang
mempunyai hubungan erat sekali dengan agama, sehingga

perkawinan bukan saja unsur lahiriah/jasmaniah, tetapi juga

unsur batiniah /rohaniah.2%

24 Meria Utama dan Irsan, 2018. General Overview on Selecting and
Drafting Construction Contract Disputes Resolution. Sriwijaya Law Review.
Volume 2, Issue 2 July 2018.

25 M. Syaifuddin. Sri Turatmiyah. 2012. Hukum Perceraian. Jakarta :

Sinar Grafika. hlm.6.



Pengertian perkawinan menurut Pasal 2 Instruksi
Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang KHI, yaitu:
“Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan yaitu
akad yang sangat kuat atau mitssagan ghalidzhan untuk
mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan
ibadah”

Menurut Sajuti Thalib, perkawinan adalah perjanjian
suci membentuk keluarga antara seorang laki-laki dengan
seorang perempuan. Unsur perjanjian disini untuk
memperlihatkan segi kesenjangan dari perkawinan serta
menampakannya pada masyarakat ramai, sedangkan
sebutan suci untuk pernyataan segi keagamaannya dari
suatu perkawinan.?®

Perkawinan dalam tesis ini adalah perkawinan suami
isteri yang beragama Islam yang secara rukun dan syarat
terpenuhi dan sah dihadapan Allah SWT, dengan kata lain
secara agama saja karena keterbatasan biaya atau
ketidaktahuan masyarakat akan pentingnya pencatatan
perkawinan. Sehingga suami isteri tersebut perkawinannya
tidak tercatat dengan tidak memiliki buku nikah sebagai

bukti autentik sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum.

26 Sajuti Thalib. 1982. Hukum Kekeluargaan Indonesia. Jakarta :
Universitas Indonesia. hlm. 7.



Perkawinan Tidak Tercatat (Nikah Siri)

Yang dimaksud dengan perkawinan tidak tercatat
menurut Jaih Mubarok adalah perkawinan yang tidak dicatat
oleh Petugas Pencatat Nikah, perkawinan yang tidak berada
di bawah pengawasan dianggap sah secara agama tetapi
tidak mempunyai kekuatan hukum karena tidak memiliki
bukti-bukti perkawinan yang sah menurut Peraturan

Perundang-Undangan yang berlaku.

Pendapat serupa dikemukakan oleh Idris Ramulyo,
yang dimaksud dengan perkawinan tidak tercatat adalah
suatu perkawinan yang dilakukan oleh orang-orang
Indonesia, memenuhi baik rukun dan syarat perkawinan

tetapi tidak didaftarkan pada pejabat pencatat nikah.

Sedangkan menurut UUP jo Peraturan Pemerintah
Nomor 9 Tahun 1975 menghendaki perkawinan itu dicatat
oleh petugas yang berwenang yaitu pegawai pencatat nikah
di Kantor Urusan Agama Kecamatan dengan tujuan
melindungi suami isteri serta menjamin kepastian hukum

dan hak-hak yang timbul dalam perkawinan tersebut.

Perkawinan yang tidak tercatat dalam penulisan ini

berakibat pada tidak adanya perlindungan dan kepastian



hukum bagi suami isteri, anak yang dilahirkan serta harta

bersama dalam perkawinan.

6. Perceraian

Perceraian berdasarkan Pasal 38 UUP adalah
putusnya perkawinan.?’” Sedangkan perceraian menurut
Subekti adalah penghapusan perkawinan dengan putusan
Hakim atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan
itu.?® Pasal 39 UUP menyatakan bahwa perceraian hanya
dapat dilakukan di depan Pengadilan setelah terlebih
dahulu Pengadilan berusaha mendamaikan kedua belah
pihak dalam hal ini suami dan isteri. Sehubungan dengan
Pasal ini, Wahyu Ernaningsih dan Putu Samawati
menjelaskan bahwa walaupun perceraian adalah urusan
pribadi, baik itu atas kehendak satu diantara dua pihak
yang seharusnya tidak perlu ikut campur tangan pihak
ketiga, tetapi demi menghindari tindakan sewenang-
wenang, terutama dari pihak suami dan juga untuk
kepastian hukum, maka perceraian harus melalui saluran
lembaga peradilan.2®

F. Metode Penelitian

27 Lihat Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan.

28 Subekti. 1985. Pokok-Pokok Hukum Perdata. Jakarta : PT. Internusa.
him.42.

2% Wahyu Ernaningsih dan Putu Samawati. 2006. Hukum Perkawinan
Indonesia. Palembang: PT. Rambang Palembang. hlm.110-111.



1. Jenis Penelitian

Penelitian hukum normatif/doctrinal dan empiris/non-
doktrinal benar-benar berbeda atau dapat diharmonisasikan
dalam suatu kegiatan penelitian hukum. Soerjono Soekanto
bependapat bahwa penelitian hukum normatif dan empiris
dapat dilakukan secara terpisah maupun secara tergabung,
tolak ukur analisis yang akan digunakan adalah melihat
perbedaan dua jenis penelitian hukum tersebut dari aspek
pendekatan, tujuan dan jenis data yang digunakan.°

Penelitian tesis ini menggunakan dua metode
penelitian:

1) Metode penelitian normatif, penelitian yuridis normatif
sering disebut penelitian hukum doctrinal, yaitu
penelitian yang objek kajiannya tentang dokumen.
Bahan-bahan tersebut disusun secara sistematis, dikaji
kemudian  ditarik suatu  kesimpulan  dalam
hubungannya dengan masalah yang diteliti. Hal ini
sesuai dengan pandangan Soerjono Soekanto, bahwa
penelitian hukum vyang dilakukan dengan cara

meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka,

30 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2001. Penelitian Hukum Normatif
: Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta : Raja Grafindo Persada. hlm.6.



dapat dikatakan penelitian normatif atau penelitian
hukum kepustakaan.3!

2) Metode penelitian empiris, kata “empiris” bukan
berarti harus menggunakan alat pengumpul data dan
teori- teori yang biasa dipergunakan di dalam metode
penelitian ilmu-ilmu sosial, namun di dalam konteks
ini lebih dimaksudkan kepada pengertian bahwa
“kebenarannya dapat dibuktikan pada alam
kenyataan atau dapat dirasakan oleh panca indera.
penelitian hukum empiris dimaksudkan untuk
mengajak para penelitinya tidak hanya memikirkan
masalah-masalah hukum yang bersifat normatif (law
as written in book), Dbersifat teknis di dalam
mengoperasionalisasikan peraturan hukum seperti
mesin yang memproduksi dan menghasilkan hasil
tertentu dari sebuah proses mekanis, dan tentunya
hanya dan harus bersifat preskriptif.3?

2. Pendekatan Penelitian
Spesifikasi penelitian ini adalah metode penelitian
hukum normatif-empiris ini pada dasarnya merupakan

penggabungan antara pendekatan hukum normatif dengan

3! Ibid.hlm.33.
32 Ibid.



adanya penambahan berbagai unsur empiris. Metode
penelitian  normatif-empiris mengenai implementasi
ketentuan hukum normatif (Undang-Undang) dalam aksinya
pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam
suatu masyarakat dan juga melakukan pendekatan judicial
case study yang merupakan pendekatan studi kasus hukum
karena konflik sehingga akan melibatkan campur tangan
dengan pengadilan untuk memberikan keputusan
penyelesaian (yurisprudensi).
3. Sumber dan Jenis Data

Secara umum jenis data yang diperlukan dalam suatu
penelitian hukum terarah pada data sekunder dan data
primer. Data primer adalah data yang diperoleh
langsung dari sumbernya, sedangkan data sekunder adalah
data yang telah dikumpulkan dan disistematisir oleh pihak
lain®. Karena penelitian ini normatif-empiris maka sumber
dan jenis datanya terfokus pada data sekunder dan data
primer yang meliputi bahan-bahan hukum dan dokumen
hukum termasuk kasus-kasus hukum yang menjadi pijakan
dasar peneliti dalam rangka menjawab permasalahan dan

tujuan penelitian. Bahan-bahan hukum dalam penelitian ini

33 Ronny Hanitijo Soemitro dan Yurimetri.1990. Metodologi Penelitian
Hukum. Jakarta:Ghalia Indonesia. hlm.9.



meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan
bahan hukum tersier.
a. Bahan hukum primer, yaitu :
1) Hukum Islam ( Hukum Perkawinan Islam)
2) UUP
3) KHI
b. Bahan hukum Sekunder yaitu
1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
2) Peraturan Perundangan dan Peraturan Pemerintah
yang Dberkaitan dengan pelaksanaan Hukum
Perkawinan di Indonesia.
3) Buku-buku, literatur, artikel, makalah, dan tulisan-
tulisan yang berkaitan dengan Perkawinan Siri.
4) Wawancara (interview)
c. Bahan hukum tersier yaitu;
Ensiklopedi, kamus, jurnal hukum, media massa, dan
lain-lain, sebagai penunjang.
4. Teknik Pengumpulan Data
Pengumpulan data merupakan hal yang sangat erat
hubungannya dengan sumber data, karena melalui
pengumpulan data ini akan diperoleh data yang diperlukan
untuk selanjutnya dianalisis sesuai yang diharapkan.

Berkaitan dengan penelitian normatif-empiris yang penulis



ajukan maka metode pengumpulan data bersandar pada
data sekunder dan primer yaitu dengan cara studi pustaka,
studi dokumenter dan wawancara.
5. Teknik Analisis Data

Metode ini tidak dapat dipisahkan dengan
pendekatan masalah, spesifikasi penelitian dan jenis data
yang dikumpulkan dalam penelitian yang dilakukan. Pada
penelitian normatif-empiris ini teknik analisis datanya
bersifat analisis data kualitatif normatif-empiris. Analisis
kualitatif merupakan suatu tata cara penelitian yang
menghasilkan data deskriptif analitis. Analisis kualitatif
merupakan suatu tata cara penelitian yang menghasilkan
data deskriptif analitis.3*

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Pengambilan kesimpulan dilakukan dengan
menggunakan metode berfikir deduktif (metode berpikir
dari hal-hal bersifat umum ke hal-hal yang bersifat khusus),
diinteraksikan dengan metode berfikir induktif (metode
berfikir dari hal-hal bersifat khusus ke hal-hal yang bersifat
umum). Penggunaan teori-teori dan penafsiran hasil analisis
bahan hukum bersifat normatif-perspektif bertujuan

mengidentifikasi, mendekripsikan, menstrukturkan dan

34 Soerjono Soekanto.dan Sri Mamudji. Op.Cit



mensistemasi serta mengharmonisasikan temuan-temuan
hukum baru yang menjadi dasar untuk menarik kesimpulan
sebagai jawaban permasalahan dan pengembangan konsep
hukum baru.® Sehingga tujuan akhir dari penelitian ini
dapat tercapai yaitu faktor-faktor yuridis yang menghambat
pengajuan permohonan, pemeriksaan dan pengabulan
permohonan itsbat nikah oleh suami isteri dalam
perkawinan tidak tercatat di Pengadilan Agama, serta
perlindungan hukum bagi pasangan suami isteri tersebut

serta akibat hukum yang timbul kemudian.

3% Marck Van Hoecke. dalam Bernard Arief Sidharta. 2000. Refleksi
tentang Struktur IImu Hukum. Bandung : Mandar Maju. hlm. 39.
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